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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan
kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan
dan digunakan oleh masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen,
perlu melarang impor pakaian bekas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);



Menetapkan :

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012
tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 84 /M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN
IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.

2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai
penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS
6309.00.00.00.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku
wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif
dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 51/M-DAG/PER/7 /2015

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap
Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
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RACHMAT GOBEL
Sahnan sesuai dengan aslinya

Sekretarlat Jenderal
/7 Kementenan Perdagangan
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